Salinan

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

a. bahwa dalam rangka menghindari kondisi stagnan

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
diantaranya mengenai pelaksanaan pelantikan calon
Kepala Desa dalam keadaan darurat yang ditetapkan oleh
Pemerintah, perlu dilakukan upaya yang efektif serta
efesien dan dapat dipertanggungjawabkan dalam
pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintahan pada

umumnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas,

pelaksanaan pelantikan calon Kepala Desa dalam
keadaan darurat dapat dilakukan melalui video
conference, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950,
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 6398);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);



Menetapkan
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa;,

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksnaan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015
tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 24),
diadakan perubahan sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

¥
o

3.

o

10.

11,

12,

Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah
sebagai pemimpin kecamatan yang melaksanakan
pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa, yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia
yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan
proses Pemilihan Kepala Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten,
yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan
Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada
tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.
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Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara
Republik Indonesia yang mengikuti atau
mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa pada
tahap penjaringan calon.

Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa
yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai
calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa
yang memperoleh suara terbanyak dalam
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan
dan telah memenuhi persyaratan untuk
menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala
Desa.

Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut
DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan
data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir
yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena
yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar
Pemilih Sementara.

Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disebut DPT
adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas
pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala
Desa.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih
dalam rangka mendapatkan dukungan.

Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara.

Video Conference adalah seperangkat teknologi
telekomunikasi interaktif yang memungkinkankan
dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat
berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan
video secara bersamaan.



24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

26. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh
Kepala Desa untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam
rangka pelaksanaan APBDesa.

27.Lembaga Pemerintahan adalah lembaga yang
dibentuk oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk
melaksanakan tugas pemerintahan.

28. Hari adalah hari kerja.

2. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

(1) Tempat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1), ditentukan oleh Bupati.

(2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui video conference apabila
terdapat keadaan darurat yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

(3) Dalam pelaksanaan pelantikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang dilantik wajib
didampingi oleh rohaniawan dan Camat serta Pejabat
dari Instansi vertikal di tingkat Kecamatan.

(4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan yang
ditandatangani oleh Pejabat yang melantik dan
Pejabat yang dilantik serta para saksi yang
merupakan satu kesatuan dan memiliki kekuatan
hukum yang sama.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya  dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.
ANNA MU’AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGCRO TAHUN 2020 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

/

Dra. UL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001




